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BAB I
PEl\DAHT]LUAN

l.l. Latar Belakang Masalah

UU No. 22 tafuan 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah

pendapatan yang diperoleh dari penggalian sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. Pada

dasarnya pendapatan suatu kabupaten dan kota terbagi dalam lima katalori utama, yaitu; (a)

Sisa Anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah, (Silpa); (b) Pendapatan yang berasal dari

instansi yang lebih tinggi; (c) Pinjaman Pemerintah Daerah; (d) Urusan Kas dan perhitungan

serta; (e) Sumbangan dan bantuan

Pada Era Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas

dalam melakukan penyelenggaxaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Ada dua

perspektif yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut: (a) Perspektif

pertama adalah memandang Otonomi daerah sebagai suatu Peluang untuk dapat lebih

mengoptirnalkan potensi daerahnya agat lebih maju dari semua bidang; (b) Sedangkan

perspektif yang kedua adalah memandang Otonomi Daerah sebagai sebuah ancarnan

dikarenakan beban tanggrrng jawab yang harus dipikul Pemerintah Daerah akan semakin

berat. Kabupaten Bandung Barat, pajak merupakan sumber PAD, yang memberikan

kontribusi cukup besar yaitu sekitar 47 % dibandingkan dengan sumber-sumber PAD yang

lainnya. Peneliti belum menyakini sepenuhnya, tentang faktor tersebut. Justru peneliti akan

mencoba meneliti faktor-faktor apa saja yang paling dominan yang mempengaruhi PAD

Kabupaten Bandung Barat..



Disamping hal tersebut diatas, salah satu hal yang perlu dipersiapkan daerah

menghadapi otonomi daerah adalah kesiapan daerah dalam mengclola informasi dengan

cepat, tepat dan akurat.

1.2. Tujuan Khusus

Dari uraian di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mencari

faktor-faktor yang paling dominan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Bandung. Adapun tujuan k*rusus yang ditargetkan pada tahun pertama p"rriliti* ini adalah:

1) Teridentifikasinya Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah baik melalui kuesioner,

Forum Diskusi Group (FGD) pada Kabupaten Bandung Barat.

2) Teridentifikasinya SOP dan pola penanganan basis data Potensi lendapatan Asli Daerah

Kabupaten bandung Barat.

3) Hasil analisis dan kesimpulan yang berbasis Web dan SIMDA secara manual

Sedangkan tujuan khusus yang ditargetkan pada tahun kedua adalah:

1) Model Web-site lengkap, di mulai standarisasi basis data Pemda Kabupaten Bandung

2) Terumuskannya SOP pengelotraan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3) Teridentifikasinya profrl Potensi Pendapatan Asli daerah yang Sebenarnya Pada

kabupaten Bandung Barat.

4) Aplikasi model yang dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi Masyarakat,

Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi Jawa Barat.

5) Implementasi PAD berbasis Web dan SIMDA.



1.3"Urgensi (Keutarnaan) Penetritian

Visi Kabupaten Bandung :Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Repeh,

Rapih, Kertaraharja Melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif Yang Berbasis Religius,

Kultural Dan Berwasasan Lingkungan Dengan Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja

Pembangunan Desa. Masyarakat Kabupaten Bandung Barat menyambut peresmian

pembentukan daerah baru itu dengan berbagai ekspresi. Ekspresi itu misalnya dengan

spanduk berisikan berbagai ucapan selamat datang kepada Drs. Tjatja Kuswara, M.Si. yang

terletak di Kec. Padalarang, Ngamprah, dan sekitarnya. Paling mencobk tampak di depan

pagat Kantor Kec. Padalarang. Dengan peresmian dan pelantikan tersebut, 15 kecamatan di

sebelah barat Kab. Bandung kini bergabung dengan pemerintahan KBB. Ke-15 itu adalah

Cihampelas, Cililin, Sindangkerta, Gunung Halu, Rongg4 Batujajar, Padalarang, Ngamprah,

Cipatat, Cipongkor, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cisaru4 ParongponB, dan Lembang.

Menteri Dalam Negeri Ad Interim, Widodo A.S. menyatakan, peresmian Kab. Baraf sebagai

daerah otonom baru merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 12 Tahun 2007 tentang

Pembentukan KBB. Ia menjelaskan, pada hakikatnya penyelenggar&m pemerintahan daerah

menurut asas otonomi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. "Hakikat ini harus menjadi pedoman utama

dalam pengelolaan pemerintatran," kata Mendagri. Widodo menambahkan, langkah yang

harus ditempuh Penjabat Bupati KBB adalah segera melakukan berkoordinasi dengan bupati

kabupaten induk dan merninta petunjuk Gubernur Jabar untuk membentuk struktur organisasi

tata kerja pemerintahan daerah.

Klasifikasi Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Bandung 200I-2010 sebagai berikut:

Kawasan Industri : Kawasan Industli Tegalluar ( Polutif ); Kawasan Industri cipeundeuy (

Polutif ); Zona Industri Cikancung ( non Polutif ). Kawasan Pertanian : Bandung Utara :
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